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karena Hukum Pidana merupakan Ultimum Remedium artinya hukum pidana 

sebaiknya digunakan sebagai obat terakhir atau langkah terakhir dalam 

menyelesaikan sebuah permasalahan. 

2. Penjatuhan pidana oleh hakim hendaknya tidak hanya bersifat formal saja 

melainkan juga harus bersifat “simpatik” di kalangan khususnya bagi pencari 

keadilan. 

3. Penjatuhan pidana sering kali dengan pertimbangan terlebih mengenai faktor 

non yuridis, maka hakim harus bisa memahami keadaan-keadaan yang ada pada 

diri terdakwa dan juga memahami hukum yang berlaku dalam suatu daerah 

tertentu, karena tugas hakim bukan hanya memutus dan mengadili perkara 

tetapi juga harus bisa menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. 
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